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Dalam skripsi ini penulis mengkaji tentang Penegakan Hukum Tindak 
Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu, kemudian dirumuskan kedalam 
beberapa rumusan masalah yaitu: (1) Bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan 
umum yang ditangani oleh Bawaslu. (2) Hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu 
dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. (3) Kendala-
kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana sengketa 
pemilihan umum. 
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan Yuridis - Empiris yaitu suatu metode yang digunakan 
dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi 
terhadap masalah yang diteliti serta mengunakan metode wawancara, observasi, 
dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi dilapangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terjadinya beberapa kasus 
tindak pidana pemilu yang telah melanggar ketentuan pasal 533 undang-undang 
nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu (2) Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 419 Tahun 2019). (3) Dalam hal 
penyelesaian tindak pidana pemilu 2019, Bawaslu sedikit banyak mengalami 
beberapa hambatan terkait pada proses penyelesaiannya, hambatan itu antara lain 
sulitnya mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam 
sebuah laporan, baik itu syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu 
yang sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari 
penerimaan laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan 
adanya manipulasi money politics dan tidak  dimilikinya kewenangan penahanan 
terhadap terdakwa atau tersangka oleh kepolisian dan kejaksaan. 









A. Latar Belakang Masalah 
Dalam negara demokrasi, Pemilihan Umum (pemilu) dianggap sebagai 
lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Pemilu merupakan dianutnya prinsip 
demokrasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan 
kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara yang berdaulat berhak ikut 
berpartisipasi dalam politik. Keanekaragaman bangsa kita baik dalam bidang 
sosial, budaya, dan agama semakin menambah dimensi dalam proses 
penyelenggaraan pemilihan umum. 
 Ada Banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaanya baik itu 
dari penyelenggara pemilu (KPU, BAWASLU), para calon (Presiden dan 
Wakil Presiden, Kepala Daerah, maupun calon legislatif). Diperlukan adanya 
pengawasan serta pemantauan yang komprehensif dalam proses 
penyelenggaraan pemilu mulai dari persiapan, pelaksanaan Sampai pada 
penyelesaian sengketa pemilu. Sistem penyelenggaraan pemilu yang di 
rancang selalu ada kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dapat 
mempengaruhi kualitas pemilu tersebut. Untuk itu dalam sistem 
penyelenggaraan pemilu, di dalamnya selalu tersedia mekanisme 
kelembagaan yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan sengketa pemilu 
tetapi menjadi persoalan dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak 
warga negara dari pelanggaran. Kemudian berfungsi sebagai lembaga untuk 
memperbaiki dan meluruskan kembali sekaligus memulihkan marwah pemilu 
sebagai landasan terbentuknya legitimasi pemerintahan yang terpercaya. 
Sengketa pemilu yaitu rangkaian penyelesain dan pemulihan atas terjadinya 





persiapan, tahapan hingga perhitungan suara hasil pemilu. Pelanggaran dapat 
berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Pelanggaran 
administrasi di seputar pemenuhan hak setiap warga Negara untuk 
berpartisipasi dalam pemilu baik pemilih maupun untuk dipilih, baik calon 
perorangan maupun dari partai politik. 
Dengan adanya Undang Undang No.15 tahun 2011 tentang 
penyelenggaraan pemilu didirikanlah Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(BAWASLU) yang merupakan sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang 
bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah kesatuan 
Republik Indonesia melalui jajaranya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota.
1
 Awalnya tugas dan kewenangan dari Badan Pengawas 
Pemilihan Umum (BAWASLU) hanya mengawasi, mengumpulkan bukti dan 
melaporkan apabila terjadi indikasi pelanggaran dalam proses 
penyelenggaraan pemilihan umum dan hanya berwenang memberikan 
rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana rekomendasi 
itu dapat dilaksanakan atau tidak oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. 
Muncul kebijakan baru pada tahun 2017 yaitu dengan munculnya 
kewenangan baru BAWASLU sebagai lembaga pengawas pemilu untuk 
meyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan 
pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) yang secara 
administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang ajudikasi, 
dimana Bawaslu dapat dikatakan berperan sebagai hakim , memutuskan 
permohonan yang ditulis pemohon di dalam petitumnya. Kemudian menggali 
kebenaran-kebenaran melalui persidangan, mendengarkan keterangan saksi, 
mendengarkan jawaban pemohon dan termohon, kemudian menyimpulkan. 
Itulah kewenangan baru yang dimiliki oleh Bawaslu. Dalam Undang-Undang 
No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memuat terobosan penguatan 
kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakan hukum 
pemilu. 
                                                             
1





Selain tindak pidana pemilu,kewenangan menindak dan memutus 
pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan di Bawaslu hingga 
tingkat Kabupaten/Kota, yang sebelumnya merupakan kewenangan 
Mahkamah Konstitusi (MK) kini diberikan kepada Bawaslu. Dalam Undang-
Undang sebelumnya, kesimpulan bahwa sebuah tindakan dianggap sebagai 
pelanggaran dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi. Sekarang kesimpulan 
tersebut dilakukan dalam bentuk putusan. Bawaslu Kabupaten/Kota bisa 
mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat dan keputusan nya 
tidak bisa di asimilasi. Misalnya Bawaslu menerima laporan bahwa calon 
kepala daerah tertentu melakukan pelanggaran administrasi. Bawaslu akan 
menghadirkan pelapor dan terlapor untuk saling menjelaskan laporan dan 
pembelaan. Setelah itu Bawaslu dapat menyimpulkan bahwa tindakan 
tersebut adalah sebuah pelanggaran melalui putusan layaknya putusan 
pengadilan, bukan rekomendasi, kalau rekomendasi dapat dilaksanakan 
maupun tidak, kini keputusan nya semacam putusan pengadilan yang tidak 




Dalam pembahasan mengenai Penyelesaian sengketa maka dalam 
sejarah peradilan Islam juga membahas mengenai penyelesaian sengketa 
melalui wilayah al-qadha yaitu melalui lembaga peradilan dan juga dapat 
melalui lembaga non peradilan yaitu lembaga Tahkim meskipun ruang 
lingkup wewenang lembaga Tahkim tidak seluas lembaga al-qadha dalam 
menyelesaikan suatu sengketa. Tahkim berasal dari kata kerja Hakkama. 
Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah 
suatu sengketa. Lembaga Tahkim telah dikenal sejak jauh sebelum masa 
Islam. Lembaga Tahkimm juga dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum 
datangnya agama Islam. Berbagai peristiwa perselisihan yang tercatat dalam 
sejarah juga menyelesaiakan permasalahnnya melalui lembaga Tahkim. 
Adapun dasar hukum lembaga Tahkim dijelaskan dalam Al-Qur‟an surah 4, 
an-Nisa‟, ayat 35 menegaskan bahwa: 
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                          
                                                                                                         
Terjemahan: “dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 
keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 
seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu 
bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 




Dari ayat diatas ulama menjelaskan apabila terjadi persengketaan di 
antara pasangan suami istri, maka hakimlah yang melerai keduanya sebagai 
pihak penengah yang mempertimbangkan perkara keduanya dan mencegah 
orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniayanya.
4
 
Atas dasar uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan 
penelitian guna untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul “Penegakan 
Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh Bawaslu (Studi 
Kasus Bawaslu Mamuju Tengah”. 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai 
Penegakan Hukum Tindak Pidana Sengketa Pemilihan Umum Oleh 
Bawaslu. 
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2. Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman dan gambaran khusus serta menyamakan 
persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan 
yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun 
deskripsi fokus dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang ditangani oleh 
Bawaslu. 
2. Hal-hal yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penegakan hukum 
tindak pidana pemilu. 
3. Kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penegakan hukum 
tindak pidana sengketa pemilihan umum. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka penulis 
mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum yang 
dihadapi oleh Bawaslu ? 
2. Bagaimana cara Bawaslu menangani penegakan hukum tindak 
pidana sengketa pemilihan umum ? 
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam 
penegakan hukum terhadap tindak pidana sengketa pemilihan 
umum ? 
 
D. Kajian Pustaka 
   Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian 
yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Eka CW, 2015 dengan judul 
penyelesaian sengketa pemilukada serentak tahun 2015 dalam 
perspektif Electoral Justice System menyatakan bahwa Pertama, dilihat 





kekosongan pengaturan yang berpotensi penyebab munculnya sengketa 
pemilu.
5
 Adapun yang menjadi pembeda penelitian, pada penelitian ini 
penyelesaian sengketa pemilukada serentak tahun 2015 dalam 
perspektif Electoral Justice System, sedangkan pada penilitian 
selanjutnya dalam perspektif tindakan hukum terhadap sengketa pemilu. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ni‟matul Huda, 2011 dengan judul 
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Bengkulu Selatan di 
Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pertama, Mahkamah 
Konstitusi berwenang untuk membatalkan hasil Pemilukada Bengkulu 
Selatan meskipun kewenangan tersebut tidak secara explisit diatur 
dalam UUD 1945 maupun UU Mahkamah Konstitusi, karena adanya 
cacat yuridis sejak awal proses pencalonan H. Dirwan Mahmud. Kedua, 
dasar pertimbangan Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan 
Pemohon adalah (a) hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilukada 
Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 3 Juli 2010 telah nyata 
merupakan kelanjutan proses Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan 
Putaran Kedua. Dengan demikian, ketentuan Pasal 107 ayat (2) UU No. 
12 Tahun 2008 tidak berlaku, sehingga penentuan calon terpilih 
ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak. (b) Dalam 
Pemilukada di Bengkulu Selatan yang sudah dilaksanakan 3 kali, 
Pemohon secara mutlak memperoleh suara terbanyak dibandingkan 
pasangan calon lain. Pertimbangan hakim konstitusi yang 
memenangkasn pasangan H. Reskan Effendi dan Dr. drh. Rohidin 
Mersyah, M.M.A. tidak konsisten dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi No. 57/PHPU.D-VI/2008. Terbanyak dihitung sejak putaran 
pertama dan kedua yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.
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Dari kasus sengketa hasil Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan 
kita mendapat pelajaran yang berharga, bahwa proses demokrasi yang 
tidak dikelola secara professional dan „menerabas‟ rambu-rambu 
peraturan perundang-undangan bukan saja merusak norma-norma 
hukum dan esensi demokrasi, tetapi juga merusak kepercayaan 
masyarakat terhadap sistem demokrasi langsung yang sudah kita pilih. 
Ke depan, pelaksanaan Pemilukada harus dikelola secara professional, 
bermartabat dan penuh dedikasi. Dalam penelitian sebelumnya dalam 
lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada penelitian 
selanjutnya dalam lingkup kewenagan Bawaslu. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, 2014 dengan judul 
Penyelesaian Sengketa Pemilu Sebagai Upaya Memulihkan 
Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi 
menyatakan dapat disimpulkan : Pertama, bahwa sebaik-baik system 
penyelenggaraan pemilu adalah system yang menyediakan mekanisme 
kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu sebagai upaya memulihkan 
hak-hak warga negara yang terlanggar dan mengembalikan kepercayaan 
institusi pemilu sebagai institusi demokrasi bagi terbentuknya 
pemerintahan yang legitimate dan terpercaya; Kedua, secara garis besar 
sengketa pemilu di Indonesia terdiri dari dua jenis yakni sengketa 
administrasi dan perselisihan hasil pemilihan umum. Perbedaan 
penelitian, Bawaslu adalah lembaga yang berwenang memutus sengketa 









di luar sengketa mengenai verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan 
daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota. Sengketa perselisihan hasil pemilihan umum anggota 




4. Hamdan Zoelva, 2013 dalam penelitiannya yang berjudul Problematika 
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi 
menyatakan bahwa menunjukkan masih banyaknya agenda demokrasi 
yang harus kita selesaikan, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, 
maupun penegakan hukum Pemilu, sejatinya adalah proses yang sangat 
beradab dalam memilih pemimpin dan pengatur negara. Namun, karena 
pemilu adalah suatu mekanisme untuk memilih siapa yang akan 
berkuasa, maka sulit dihindari terjadinya benturan kepentingan bahkan 
menimbulkan kekerasan yang dapat merusak tujuan mulia dari pilihan 
demokrasi. Dalam posisi yang demikian, moralitas, etik dan hukum 
menjadi sangat penting untuk dikedepankan.
7
 Dalam penelitian 
sebelumnya dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, 
sedangkan pada penelitian selanjutnya dalam lingkup kewenagan 
Bawaslu. 
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Hamdan Zoelva, dalam penelitiannya yang berjudul Problematika Penyelesaian Sengketa 






E. Tujuan dan Kegunaan Penelitiaan 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan skripsi ini 
adalah: 
a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan umum 
yang dihadapi oleh Bawaslu.  
b. Untuk mengetahui bagaimana cara penegakan hukum tindak pidana 
pemilu oleh Bawaslu. 
c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Bawaslu dalam 
penegakan hukum tindak pidana sengketa pemilihan umum. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 
informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu politik tentang 
penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu khususnya bagi para 
peneliti lain yang melakukan penelitian sejenisnya. 
b. Kegunaan Praktis 
Sebagai motivasi untuk mahasiswa maupun masyarakat Penelitian 
umumnya dan kalangan elit agar mengetahuai permasalahan yang 









1. Tinjauan Teori Bawaslu 
1. Pengertian Bawaslu 
Dalam undang-undang pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) adalah nama lembaga pengawas pemilu dalam tingkat 
nasional. Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk 
mengawasi proses Pemilihan umum membutuhkan dukungan banyak 
pihak dalam aktifitas pengawasan. Seperti halnya dengan mengajak 
kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan setiap dari 
setiap tahapannya. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam 
pengawalan suara tidak hanya sekadar menggunakan hak pilihnya, tetapi 
ikut berkontribusi dalam melakukan pengawasan atas potensi adanya 
kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada 
Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan 
menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.  
Pemilihan umum bukan sekadar ajang seremonial politik belaka 
yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat  sebagai 
subyek dalam proses Pemilihan umum. Pengawasan partisipatif yang 
dilakukan untuk agar terwujudnya warga negara yang aktif dalam 
mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan 
dijadikan sebagai sarana dalam pembelajaran politik yang baik bagi 
masyarakat pemilih. Untuk masyarakat, keterlibatan dalam pengawasan 
Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang 
sedang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang 
penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Untuk 
penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif 





senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. 
Sejatinya, untuk penyelenggara, pengawas, pemantau, peserta Pemilu, 
dan 
sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai 
latar belakangnya masing-masing. 
Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga yang bertugas untuk 
mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan 
yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya 
dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yaitu: 
a. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang 
berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu 
tentang penyelesaian sengketa. 
b. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan 
dan 
c. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam 





2. Sengketa PemilIihan Umum 
1. Istilah Sengketa 
Arti kata Sengketa disebut juga dengan Konflik. Perkembangan 
masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum, begitupun 
sebaliknya. Masyarakat sekarang yang modern dengan berbagai 
kompleksitas permasalahan, tidak jarang timbul sengketa. Sengketa 
muncul karena adanya perselisihan atau pertentangan. Perselisihan 
sendiri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sengketa 
biasanya bermula  dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa 
dirugikan oleh pihak lain. Hal ini diawali oleh perasaan tidak puas
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perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi 
ketidaksesuain. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan 
ketidakpuasannya pada pihak kedua. Apabila pihak kedua dapat 
menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah permasalahan 
tersebut. Sebaliknya, jika reaksi dari pihak kedua menunjukkan 
perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, terjadi apa 
yang dinamakan dengan sengketa. Sementara itu, sengketa merupakan 
pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat 
(populasi sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-
orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu 
objek permasalahan.  
Sengketa terjadi jika  ada salah satu pihak menghendaki pihak lain 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya tersebut 
menolak berlaku demikian. Pencarian berbagai jenis proses dan metode 
untuk mencari solusi penyelesaian sengketa yang muncul adalah sesuatu 
yang penting dalam masyarakat.  
Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi 
untuk mengekspresikan berbagai bentuk penyelesaian sengketa. Berbagai 
bentuk penyelesaian sengketa baik secara formal maupun informal, dapat 
dijadikan landasan untuk menjawab sengketa yang mungkin terjadi 
asalkan hal itu menghasilkan keadilan dan kemaslahatan. Dengan 
demikian, defenisi secara umum sengketa pemilihan yaitu pertentangan 
atau perbedaan pendapat yang terjadi antara dua pihak atau lebih 
terhadap objek tertentu dalam proses pemilihan gubernur/wakil gubernur, 
bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang menimbulkan 





2. Landasan Penyelesaian Sengketa Pemilu 
 Penyelesaian berasal dari kata dasar “selesai” dan dalam KBBI, 
penyelesaian diartikan proses, cara, perbuatan menyelesaikan.
9
 
Penyelesaian sengketa pemilihan diartikan sebagai proses atau perbuatan 
menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana 
setiap pihak memiliki kepentingan yang sama terhadap objek tertentu 
dalam proses Pemilu sehingga terjadi pertentangan atau perbedaan 
pendapat yang menimbulkan akibat hukum. Penyelesaian sengketa 
pemilihan umum merupakan proses atau bentuk untuk menyelesaian 
sengketa atau konflik yang timbul dalam proses Pemilu. Rasionalisasi 
(berasal dari sebuah kata : rasional) adalah proses, cara, perbuatan 
menjadikan sesuatu menurut pikiran dan pertimbangan yang logis 
(masuk akal). Maka berbicara mengenai rasionalisasi penyelesaian 
sengketa pemilihan adalah mempertanyakan apa landasan pertimbangan 
yang logis sehingga muncul dan dibutuhkan adanya penyelesaian 
sengketa pemilihan pada proses pilkada. Untuk itu, berbicara landasan 
atau dasar logis penyelesaian sengketa pemilihan maka adalah tepat jika 
kita bisa mempertimbangkan landasan mengapa norma penyelesesaian 
sengketa itu berlaku atau diberlakukan, penyelesaian diartikan proses, 
cara, perbuatan menyelesaikan. Penyelesaian sengketa pemilihan umum 
yaitu sebagai proses atau perbuatan menyelesaikan konflik yang terjadi 
antara dua pihak atau lebih dimana para pihak memiliki kepentingan 
yang sama terhadap objek tertentu dalam proses Pilkada sehingga terjadi 
pertentangan atau perbedaan persepsi yang menimbulkan akibat hukum. 
Penyelesaian sengketa pemilihan merupakan proses atau perbuatan untuk 
menyelesaian 
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sengketa atau konflik yang timbul dalam proses Pemilu. Secara umum 
dapat dikemukakan adanya empat kemungkinan dasar pertimbangan 
yang logis yang menyebabkan norma hukum penyelesaian sengketa 
pemilihan dalam aturan undang-undang atau peraturan perundang-
undangan diberlakukan. Untuk itu, norma hukum penyelesaian sengketa 
dimaksud dapat diberlakukan karena adanya pertimbangan yang bersifat 
filosofis, yuridis, sosiologis dan politis, penjelasanya sebagai berikut: 
1. Landasan Pertimbangan Secara Filosofis 
  Secara filosifis dimaksudkan hakikat dasar adanya penyelesaian 
sengketa dalam lapangan pemilihan kepada daerah. Norma hukum 
dipertimbangkan secara filosofis apabila norma hukum itu memang 
bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. 
Untuk hal ini nilai folisofis negara RI terkandung dalam Pancasila 
sebagai “staatsfundamentalnorm”. Di dalam rumusan kelima sila 
Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha 
Esa, humanitas Kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas 
kebangsaan dalam ikatan kebhineka tunggal ikaan, soverenitas 
kerakyatan dan sosialitas keadilan bagi sengenap rakyat Indonesia. 
Pada dasarnya, penyelesaian sengketa adalah upaya untuk 
mengakhiri suatu konflik atau pertentangan-pertentangan yang terjadi 
antara dua pihak atau lebih. Dengan adanya penyelesaian itu, maka 
hubungan para pihak akan kembali seperti semula. Untuk mengakhiri 
sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan adanya peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu agar ada 
pegangan, acuan sehingga terjamin kepastian hukum atau dengan kata 
lain diperlukan legilitas norma (legal norms). Secara filosofis 
penyelesaian sengketa pemilihan berguna menjamin penegakan dan 
perlindungan hak-hak individu dan masyarakat dalam 





secara transparan dan efisien. Adanya suatu jaminan perlindungan hak 
setiap individu dan masyarakat apabila merasa ada kepentingan 
hukumnya yang dirugikan akibat adanya konflik atau pertentangan 
kepentingan hukum dalam Pilkada. Maka dengan demikian 
dibutuhkan adanya jaminan bahwa penyelesaian 
perselisihan/pertentangan atau sengketa yang muncul dapat 
diselesaikan melalui sarana hukum penyelesaian sengketa yang 
dilakukan secara transparan dan efisien. Jika mengacu kepada dasar 
pemikiran pembuat undang-undang tersebut, maka ketepatan : tepat 
cara dan tepat guna dalam norma penyelesaian sengketa pemilihan 
adalah tujuan yang dimaksud. 
Seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan termasuk 
penyelesaian sengketa dalam tahapan mesti dilakukan secara tepat 
cara dan tepat guna untuk memastikan tidak terbuangnya waktu, 
tenaga dan biaya. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip peradilan yang 
sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Secara filosofis penyelesaian 
sengketa pemilihan berguna menjamin penegakan dan perlindungan 
hak-hak individu dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah secara transparan dan efisien. 
Adanya suatu jaminan perlindungan hak setiap individu dan 
masyarakat apabila merasa ada kepentingan hukumnya yang dirugikan 
akibat adanya konflik atau pertentangan kepentingan hukum dalam 
Pilkada. Maka demikian dibutuhkan adanya jaminan bahwa 
penyelesaian perselisihan/pertentangan atau sengketa yang muncul 
dapat diselesaikan melalui sarana hukum penyelesaian sengketa yang 
dilakukan secara transparan dan efisien. 
2. Landasan Pertimbangan Yuridis 
Suatu norma berlaku secara yuridis apabila norma tersebut (i) 
ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang 






karena menunjukan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan 
akibatnya (iii) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur 
pembentukan hukum yang berlaku dan (iv) ditetapkan sebagai norma 
hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Maka 
dengan demikian, aturan juridis (juridical rules) penyelesaian 
sengketa termaktub di dalam (Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015) 
sebagaimana diubah dengan (Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015). 
Norma penyelesaian sengketa di dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah 
sebelumnya masih bersifat parsial dan belum komprehensif sesuai 
dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.  
Terkhusus terkait norma penyelesaian sengketa pemilihan dalam 
perundang-undangan yang sebelumnya tidak begitu cukup jelas 
mengaturnya sehingga dibutuhkan pengaturan hukum yang lebih jelas 
dalam sebuah undang-undang. Sengketa pemilihan kepala daerah yang 
dilakukan oleh Bawaslu dan Panwas, sebelum adanya undang-undang 
ini, tidak begitu jelas cakupannya atau jikapun ada maka masih perlu 
dipertegas. Adanya tuntutan pengaturan yang tegas dan jelas 
mendasari diaturnya norma penyelesaian sengketa pemilihan kepala 
daerah sebagai sarana atau jaminan perlindungan hak setiap individu 
atau masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan.  
     3. Landasan Pertimbangan Sosiologis 
Landasan pertimbangan sosiologis tentang Pilkada yang 
didalamnya diatur penyelesaian sengketa pemilihan adalah karena 
banyaknya timbul sengketa dan benturan kepentingan yang 
menimbulkan kerugian bagi individu atau warga negara yang 
mengakibatkan terganggunya proses demokrasi pemilihan sehingga 
dapat menghambat pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan 







4. Landasan Pertimbangan Politis 
Suatu norma hukum perundang-undangan dibentuk dan 
diberlakukan secara pertimbangan politis, apabila memang didukung 
oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata. Dengan demikian, 
norma hukum penyelesaian sengketa, pasal 142 hingga pasal 144 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, telah mendapatkan legitimasi 
kekuasaan, secara politis mendapatkan dukungan. Norma hukum ini 
diusulkan oleh eksekutif (pemerintah), Meskipun norma yang 
bersangkutan didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, sejalan 
pula dengan cita-cita filosofis negara, dan memiliki landasan yuridis 
yang sangat kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang 
mencukupi di parlemen, norma hukum yang bersangkutan tidak 
mungkin mendapat dukungan politik untuk diberlakukan sebagai 
hukum.  
Dengan kata lain pertimbangan politis berkaitan dengan teori 
kekuasaan (power theory) yang pada gilirannya memberikan 
legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari 
sudut pandang kekuasaan. Apabila suatu norma hukum telah 
mendapatkan dukungan kekuasaan, apapun wujudnya dan 
bagaimanapun proses pengambilan keputusan politik tersebut dicapai 
sudah cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan norma 
hukum yang bersangkutan dari segi politis. Komisi II DPR RI, Risalah 
dibahas dan akhirnya disetujui oleh parlemen (DPR RI), sehingga 
norma ini menjadi bagian sistem norma hukum aturan Pilkada. 
Dengan demikian, maka gagasan untuk mewadahi dan mengusahakan 
adanya penyelesaian komplain atau keberatan itu ternyata jelas dan 
didasarkan pada pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis, 






Sehingga dengan demikian untuk menjawab apa rasionalisasi atau 
pertimbangan hukum yang masuk akal (ratio legis) adanya 
penyelesaian sengketa menjadi jelas. Secara ringkas keseluruhan ratio 
legis yang membenarkan norma penyelesaian sengketa pemilihan 
kepala daerah adalah terletak pada perlunya jaminan kepastian hukum 
yang berkeadilan dan berdaya guna bagi semua pihak apabila timbul 
komplain atau keberatan yang terjadi dalam proses atau tahapan 
Pilkada. 
Bahwa adanya aturan yang bersifat umum (peraturan 
perundangan) dan adanya jaminan perlindungan dari kesewenangan 
Pemerintah merupakan esensi yang harus terkandung agar tujuan 
kepastian hukum dapat terwujud. Salah satu unsur utama negara 
hukum formal, berupa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia 
dan apabila dalam pelaksanaan kewenangannya pemerintah dalam 
konteks ini penyelenggara pemilihan yaitu Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bila 
melanggar hak asasi warga negara sebagai akibat keputusan yang 





3. Tinjauan Pemilihan Umum 
Demokrasi, pada awalnya merupakan satu gagasan tentang pola kehidupan 
yang muncul sebagai reaksi terhadap kenyataan sosial politik yang tidak 
manusiawi di tengah-tengah masyarakat. Reaksi tersebut tentu datangnya v 
dari orang-orang yang berpikir idealis dan bijaksana. Mereka terusik dan 
tergugah melihat adanya pengekangan dan pelanggaran terhadap hak-hak 
asasi manusia. Ada tiga nilai ideal yang mendukung demokrasi sebagai satu 
gagasan kehidupan yaitu kemerdekaan (freedom), persamaan (ekuality), dan 
keadilan (justice).  Dalam kenyataan hidup, ide tersebut direalisasikan melalui 
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perwujudan symbol-simbol dan hakekat dari nilai-nilai dasar demokrasi 
sungguh-sungguh mewakili atau diangkat dari kenyataan hidup yang sepadan 
dengan nilai-nilai itu sendiri.
11
 Sejalan dengan makin mendunianya 
demokrasi, pemikiran tentang demokrasi pun semakin berkembang. Tapi 
pada umumnya pemikiran itu berintikan tentang kekuasan dalam Negara. 
Dalam Negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki dan mengendalikan 
kekuasan dan kekuasaan itu dijalankan demi kepentingan rakyat. Abraham 
Lincoln pernah mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari 
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 
Suatu pemerintahan itu dapat disebut demokratis apabila 
pemerintahan tersebut dapat memberikan kesempatan konstitusional yang 
teratur bagi persaingan damai untuk memperoleh kekuasaan politik untuk 
berbagai kelompok yang berbeda, tanpa menyisihkan bagian penting dari 
penduduk manapun dengan kekerasan. 
Rezim-rezim demokratis dibedakan oleh kekerasan, legalitas, dan 
legitimasi berbagai organisasi dan himpunan yang relatif bebas dalam 
hubungannya dengan pemerintah dan dengan dirinya satu sama lain. Salah 
satu hal penting untuk memenuhi prasyarat tersebut diatas yaitu dengan 
melaksanakan pemilihan umum, karena tidak ada demokrasi tanpa diikuti 
pemilihan umum yang merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi. 
Melihat struktur kepartaian yang demikian, konflik-konflik antara partai-
partai politik yang ada di Indonesia pada dasarnya merupakan konflik antar 
sosial kultural berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, agama, daerah 
dan stratifikasi sosial. Tentu saja tidak dapat disangkal bahwa perilaku politik 
dari berbagai partai politik di Indonesia di dalam hubungannya satu sama lain 
jauh lebih kompleks daripada sekedar bersumber dari dalam perbedaan-
perbedaan suku-bangsa, agama, daerah dan stratifikasi sosial.
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Kompleksitas itulah yang telah membuka kemungkinan membuka pola 
bagaimana cara melihat pola kepartaian dan perilaku politik yang diwujudkan 
oleh berbagai partai di Indonesia. Herbert Faith mengemukakan konflik-
konflik politik di Indonesia sebagai konflik ideologi yang bersumber di dalam 
ketegangan-ketegangan yang terjadi antara pandangan dunia tradisional di 
satu pihak, dengan pandangan dunia modern di pihak lainya.
12
  
1. Arti Pemilihan Umum  
Pada hakikatnya pemilu di Negara manapun mempunyai esensi yang 
sama. Pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau 
sekelompok orang yang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin Negara. 
Pemimpin yang terpilih akan menjalankan kehendak rakyat yang 
memilihnya. Pemilihan umum yaitu suatu satu sarana utama untuk 
menegakkan tatanan politik yang demokratis. Fungsinya sebagai alat 
menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi. Esensinya sebagai sarana 
demokrasi untuk membentuk suatu sistem kekuasaan Negara yang pada 
dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk 
kekuasaan Negara yang benar-benar memancarkan kebawah sebagai suatu 
kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat, oleh rakyat, menurut sistem 
permusyawaratan perwakilan.
13
   
Pemilihan Umum pada hakekatnya adalah pengakuan dan 
perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan 
pendelegasianhak-hak politik rakyat pada wakil-wakilnya untuk 
menjalankan pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan 
kendaraan politik, partai politik kemudian hadir dan menawarkan kader-
kadernya untuk mewakili hak-hak politik rakyat dalam negara.
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Tetapi untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat partai politik terlebih 
dahulu harus memperoleh eksistensi yang dapat dilihat dari perolehan 
suara dalam pemilihan umum.  
Pemilihan umum yaitu sebuah sarana atau cara untuk menentukan 
orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda 
pemerintahan, kepentingan rakyat perlu diwakali. Karena pada saat 
sekarang ini tidak mungkin melibatkan rakyat secara langsung dalam 
kegiatan tersebut mengingat jumlah penduduk sangat besar. Maka dari itu 
partai politik manawarkan calon-calon untuk mewakili kepentingan rakyat. 
Pemilihan umum merupakan saat dimana partai politik bertarung untuk 
memperoleh eksistensi di lembaga legislatif.  
1. Fungsi Pemilihan Umum 
Dalam Negara demokrasi (pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat) 
maka salah satu ciri utamanya adalah pemilhan umum untuk memilih 
partai politik yang akan mendapat kepercayaan rakyat. Pemilihan umum 
merupakan gambaran yang ideal bagi suatu pemerintahan yang 
demokratis. Demokrasi yang stabil membutuhkan konflik atau pemisahan 
sehingga akan terjadi perebutan jabatan politik, oposisi terhadap partai 
yang berkuasa dan pergantian partai-partai berkuasa. Karena itu pemilu 
bukan hanya untuk menentukan partai yang berkuasa secara sah, namun 
jauh lebih penting dari adalah sebagai bukti bahwa demokrasi yang 
berjalan dengan stabil, dimana terjadi pergantian partai-partai politik 
yang berkuasa (Seymour Martin Lipset).
14
 
2. Hak Pilih dalam Pemilihan Umum 
Pada dasarnya setiap warganegara berhak ikut serta dalam 
Pemilihan Umum. Hak warganegara untuk ikut serta dalam pemilihan 
umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari: 
a. Hak pilih aktif (hak memilih) 
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b. Hak pilih pasif (hak dipilih) 
Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara 
sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/pernah menikah, 
mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah 
mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah 
terdaftar sebagai pemilih. 
 
4. Konsep penegakan hukum tindak pidana 
   Sajipto Rahardjo, dalam buku Dedi Mulyadi menyatakan penegakan 
hukum merupakan rangkaian proses dalam menjabarkan nilai, ide, dan cita-
cita yang cukup abstrak, dan menjadi realita dalam tujuan hukum. Tujuan 
hukum atau cita-cita hokum membuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan 
kebenaran. Nilainilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. 
Penegakan hokum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang 
terjabarkan dalam wujud hukum berupa peraturan perundang-undangan.
15
  
   Penegakan hukum ialah penerapan hukum (acara) pidana dalam 
menyelesaikan kasus-kasus pidana. Dalam literatur hukum pidana di negara 
barat (Amerika) istilah penegakan hukum sebagaimana dimaksud, lebih 
dikenal denganistilah “Criminal Justuce Sytstem is the sysytem by which 
society first determines what will constitute a crime and then identifies, 
accuses, tries, convicts, and punishes those who violated the vriminal law “.  
Artinya bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dimana masyarakat 
pertama-tama menentukan apa yang akan merupakan kejahatan dan kemudian 
mengidentifikasi tuduhan, mengadili, dan menghukum mereka yang 
melanggar hukum pidana.  Penegakan hukum dalam tindak pidana pemilihan 
umum sama dengan penggunaan hukum pidana, sehubungan dengan 
penggunaan hukum pidana Von Feurbach dengan teorinya “Psychologische 
Zwang” yang menyatakan ancaman pidana mempunyai suatu akibat 
psikologis. Maksudnya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan 
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suatu kejahatan dapat menakutkan setiap orang yang melakukannya. Jadi 
pada seseorang ada tekanan kejiwaan yang merupakan sarana penal pada 
prinsipnya harus melalui langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Perumusan norma-norma hukum pidana yang berisi 1).aspek struktural 
yaitu: aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum 
dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya 
biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. 2).aspek 
kultural/budaya yaitu : aspek yang muncul pada diri aparat penegak 
hukum yang disebabkan adanya pengaruh dari aspek nilai dan sikap baik 
dari dalam organisasi kepolisian sendiri ataupun pengaruh dari 
lingkungan sekitarnya. 3).aspek substantif yaitu: aspek yang disebabkan 
adanya kelemahan dalam undang-undang yang ada dalam hal ini adalah 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
b. Aplikasi oleh aparat hukum. 
c. Eksekusi oleh aparat pelaksana.16
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A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dimana 
hanya mendeskripsikan informasi apa adanya dan menjelaskan informasi atau 
kejadian dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif. Jenis penelitian 
kualitatif, informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap obyektif dan 
tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. 
 
B. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian dilaksanakan di Jln. Pongtiku Kompleks Ruko Axuri 
Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. 
 
C. Pendekatan Penelitian 
a. Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 
hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas 
hukum serta peraturan perundang-undagan yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
b. Yuridis Empirik adalah penelitian yang mengacuh kepada kenyataan 
hukum dalam pelaksanaannya. 
 
D. Jenis dan Sumber data 
 Dalam penelitian kualitatif sumber datanya dapat berupa informan, 
peristiwa atau aktifitas, tempat atau lokasi, benda, beragam gambar, rekaman, 
dokumen dan arsip. Bahan kepustakaan dapat di kelompokkan menjadi 2 
(dua), yaitu: 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 
mengatur. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku Hukum yang 





penegakan hukum, serta artikel-artikel, makalah-makalah, seminar, 
laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan objek yang 
diteliti.  
 
E. Metode Pengempulan Data 
Metode yang digunakan dalam pengamatan ini yaitu sebagai berikut:  
a. Wawancara (Interview)  
Sumber yang sangat penting dalam pengamatan kualitatif yaitu 
manusia yang berperan dalam posisi sebagai narasumber informan (Staff 
Bawaslu) untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini 
diperlukan teknik wawancara dalam bentuk wawancara mendalam.  
b. Observasi  
Observasi dilakukan secara langsung oleh penulis, dengan cara 
mengamati kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di 
lapangan tempat meneliti. Teknik observasi digunakan untuk menggali 
data dari sumber data yang terpercaya berupa peristiwa, tempat atau 
lokasi dan benda serta rekaman data.  
c. Dokumentasi 
        Dalam melakukan pengumpulan data, penulis memperoleh 
berbagai dokumen mengenai permintaan barang habis pakai (alat tulis 
kantor) yang dapat mendukung penyelesaian penulisan tugas akhir ini 
sesuai dengan pokok permasalahan dari pengamatan yang dilakukan 
dengan jalan membaca dan mempelajari data-data dari dokumen, arsip, 
laporan dan literature lain yaitu yang berkaitan dengan Kewenangan 
Bawaslu dalam Mengatasi Sengketa Pemilihan Umum. 
 
F. Instrument Penelitian
Dalam penilitian yang menggunakan metode kualitatif, yang menjadi 





uji validasi”. Uji validasi yaitu derajat ketepatan dari data yang terjadi antara 
objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti itu sendiri. 
Suatu instrument dinyatakan valid apabila mampu mencapai tujuan 
pengukurannya, yaitu mengukur apa yang ingin diukurnya dan mampu 
mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. 
 
G. Teknik Analisis Data 
     Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data secara 
kualitatif, teknik analisis data kualitatif menurut Bogdan adalah proses 
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga mudah 
dipahami dan tentunya di informasikan kepada orang lain. Analisis data 
dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkanya kedalam unit-
unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilah mana yang 
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 
diceritakan kepada orang lain. Tiga komponen pokok dalam analisis data, 
sebagai berikut: 
a) Reduksi data 
Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 
lapangan. Pengertian lain dari reduksi data yaitu suatu bentuk analisis 
yang mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting, 
dan mengatur data dengan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 
dapat didapatkan. 
b) Penyajian Data 
c) Penyajian data yaitu sebagai pemaparan informasi yang tersusun untuk 
memberi peluang terjadinya sebuah kesimpulan. Dengan demikian, 
penyajian data yang di hasilkan baik dan jelas sistematikanya sangat 
diperlukakan untuk melangkah ke tahapan penelitian kualitatif 




Penarikan kesimpulan yaitu proses akhir dalam penelitian dimana data 
yang telah diperoleh akan ditarik garis besar/ kesimpulan sebagai hasil 
keseluruhan dari penelitian tersebut. Ketiga komponen yang satu sama 
lain saling berkaitan erat dalam sebuah siklus. Peneliti bergerak di 
antara ketiga komponen yang ada. Hal ini dimaksudkan dalam 
memahami atau mendapatkan pengertian yang mendalam, 
komprehensif dan rinci sehingga menghasilkan kesimpulan induktif 
sebagai hasil pemahaman dan pengertian peneliti. 
 
H. Pengujian Keabsahan Data 
Untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dalam penelitian kualitatif 
maka dari itu harus didukung dengan data yang tepat. Derajat kepercayaan 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Sejarah Singkat Bawaslu 
  Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah 
Undang-Undang no 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. 
Sebelumnya, Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia 
Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 uu memerintahkan 
pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, 
yang melekat pada Lembaga Pemilahan Umum atau LPU. Baru pada tahun 
2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur Komisi Pemilian Umum atau KPU. 
Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan 
tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus 
pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Adapun visi misi, 
tugas dan wewenang bawaslu yaitu: 
 
I. Visi dan Misi Bawaslu 
a. Visi 
  Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam 
 Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. 
b. Misi 
1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, 
mandiri dan solid; 
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien; 
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen 





4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta 
meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu 
partisipatif; 
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan 
berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara 
cepat, akurat dan transparan; 
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu 
baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.
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II.  Tugas dan Wewenang pengawas pemilu 
a. Bawaslu  
 Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum menentukan bahwa Bawaslu bertugas melakukan 
pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu. Dalam 
melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu bertugas: (a) 
menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; (b) 
memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian 
sengketa proses Pemilu; (c) melakukan mediasi antarpihak yang 
bersengketa; (d) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; 
dan (e) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.  
 Ditegaskan pula bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, 
memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa 
proses Pemilu, serta mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu 
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang 
dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan 
KPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Perbawaslu 
tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa 
“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang 
                                                             




diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”. Dengan demikian 
kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses 
Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu hanya terhadap keputusan yang 
dikeluarkan oleh KPU.  
b. Bawaslu Provinsi  
 Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum menentukan bahwa “Bawaslu Provinsi bertugas 
melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap 
sengketa proses pemilu”. Dalam melakukan penindakan sengketa proses 
Pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas: (a) menerima permohonan 
penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; (b) 
memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian 
sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi (c) melakukan mediasi 
antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi; (d) melakukan proses 
adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi 
belum menyelesaiakan sengketa proses Pemilu; dan (e) memutus 
penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi. 
   Ditegaskan pula bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menerima, 
memeriksa,memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian 
sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi. Adapun kewenangan 
penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu 
Provinsi terhadap dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Perbawaslu tentang tata 
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bahwa “Bawaslu Provinsi 
berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan 
oleh adanya keputusan KPU Provinsi”. 
 Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian 
sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi hanya 




c. Bawaslu Kabupaten/Kota  
 Ketentuan dalam UU Pemilu menentukan bahwa “Bawaslu 
Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di 
wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses pemilu”. Dalam 
melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, Bawaslu 
Kabupaten/Kota bertugas: (a) menerima permohonan penyelesaian 
sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (b) memverifikasi 
secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses 
Pemilu di wilayah kabupaten/kota; (c) melakukan mediasi antarpihak 
yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; (d) melakukan proses 
adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila 
mediasi belum menyelesaiakan sengketa proses Pemilu; dan (e) 
memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah 
kabupaten/kota. 
 Ditegaskan pula bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang 
menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus 
penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”. 
Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang 
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yakni terhadap dikeluarkannya 
keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) 
Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 
bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses 
Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”. 
Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian 
sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota 




Dalam pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa 
Proses Pemilu ditentukan bahwa: “(1) Bawaslu berwenang 
menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya 
keputusan KPU; (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan 
sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU 
Provinsi; (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan 
sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU 
Kabupaten/Kota; (4) Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan 
sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu sebagai 
pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.  Berdasarkan 
pengaturan Pasal 5 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa 
Proses Pemilu di atas terdapat kewenangan Panwaslu Kecamatan untuk 
menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang khusus untuk sengketa 
antarPeserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu 
Kabupaten/Kota. 
 
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum dalam KUHP  
 Dalam KUHP Inonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan 
dari  masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai 
tindak pidana  yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima pasal 
yang terdapat dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana 
”Kejahatan  terhadap Melakukan Kewajiban  dan Hak Kenegaraan”, adalah 
Pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP.  Perbuatan-perbuatan yang dilarang 
menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih  
Pasal 148 KUHP menyatakan:”Barang siapa pada waktu diadakan 
pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak 
pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana 




Berdasarkan Pasal 148 KUHP ini seseorang akan dinyatakan melakukan 
perbuatan pidana apabila merintangi orang lain dalam memberikan hak 
pilihnya pada waktu dilaksanakannya pemilihan umum. Perintangan ini 
dapat dilakukan  dengan kekerasan atau ancaman, bisa juga dengan 
intimidasi sehingga orang   tidak memberikan suaranya pada saat pemilu. 
Hukuman untuk tindak pidana ini paling lama adalah satu tahun empat 
bulan penjara.   
2. Penyuapan  
Pasal 149 KUHP menyatakan:” (1) Barang siapa waktu diadakan 
pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau 
menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak  memakai hak 
pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 
denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.  (2) Pidana yang sama 
diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, 
mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas”. 
Pasal 149 ini mengatur bahwa dikenakan tindak pidana bagi seseorang 
yang melakukan penyuapan sehingga orang menggunakan hak pilihnya 
menurut cara tertentu atau sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya 
pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini adalah paling lama 
sembilan bulan atau denda  paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 
Hal ini berlaku bagi orang yang  menerima suap. Pemilu 2019 yang lalu 
di Mamuju Tengah, kita banyak menemukan kasus-kasus yang bermotif 
”money politic” yang sebenarnya bisa dikenakan pasal ini, misalnya 
pemberian uang, sembako-sembako, sumbangan dan sebagainya agar 
memilih Partai A, B dan sebagainya.  Namun, seperti diketahui, sangat 
sedikit sekali kasus-kasus yang bisa diperoses secara pidana. 
3. Perbuatan Tipu Muslihat  
 Pasal 150 KUHP  menyatakan : ”Barangsiapa pada waktu diadakan 
pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat 




       orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, 
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pasal 150 
KUHP ini mengatur bahwa barangsiapa yang melakukan tipu muslihat 
agar suara tidak berharga, misalnya pada kasus-kasus pemilu 2009 
banyak sekali kertas-kertas suara yang sudah dipilih dinyatakan rusak 
sehingga tidak bisa dihitung. Selanjutnya pasal ini juga mengatur bahwa 
termasuk tindak pidana apabila menyebabkan orang lain daripada yang 
dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun. Pada kasus-kasus Pemilu 2019 
beberapa ditemukakan adanya surat suara yang sangat berlebih yang 
dikhawatirkan sudah dicontreng yang bertujuan untuk memenangkan 
calon tertentu.   
4. Mengaku sebagai orang lain.  
  Pasal 151 KUHP menyatakan :”Barangsiapa dengan sengaja memakai 
nama orang lain untuk ikut dalam pemlihan berdasarkan aturan-aturan 
umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 
bulan”.  Pasal 151 KUHP ini mengatur bahwa merupakan tindak pidana 
bagi orang yang sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam 
pemilihan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. 
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5. Menggagalkan Pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan 
tipu muslihat.  Pasal 152 KUHP menyatakan  :”Barangsiapa pada waktu 
diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja 
menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan 
tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari 
yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara 
yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan 
secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 
bulan”. 
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  Secara umum KUHP (lex generalis) telah mengaturnya dalam Pasal 
148 sampai dengan pasal 153 KUHP, yang antara lain mengatur : 
Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa pasal ini 
terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur 
subjektif a). Dengan kekerasan/ancaman sengaja merintangi orang 
menggunakan hak pilih; b). Menjanjikan/menyuap orang supaya tidak 
menggunakan hak pilih; c). Menerima janji / menerima suap; d). 
Melakukan tipu muslihat agar suara pemilih tak berharga atau 
menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain; 1). memakai nama 
orang lain supaya dapat memilih; 2). menggagalkan pemungutan suara 
atau melakukan tipu muslihat agar hasil pemilihan lain dari yang 
seharusnya. Adanya orang perorang atau kelompok yang dengan sengaja 
melakukan perbuatan. Perbuatan yang dimaksud adalah merupakan unsur 
objektif dari pasal ini, yaitu bertujuan untuk menghalangi orang 
memberikan haknya dalam pemilu atau menyebabkan suara pemilih tak 
berharga atau menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain , 
dengan melakukan: a) tindakan kekerasan/ancaman b) Memberikan 
janji/melakukan penyuapan c) Menerima janji / menerima suap d) 
Melakukan tipu muslihat. 
     Pasal 148-153 merupakan pasal-pasal yang berasal dari KUHP, 
yang pada umumnya menjamin agar supaya setiap warga negera dapat 
menentukan pilihannya dengan bebas terhadap wakil-wakil untuk duduk 
dalam Dewan pemerintahan/Dewan Perwakilan Rakyat dan agar Pemilu 
dapat dilakukan dengan bersih, jujur dan bebas dari segala macam 
kecurangan. 
C. Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Bawaslu 
 Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilakukan untuk 
memilih seorang pemimpin. Demi terlaksananya pemilihan yang jujur dan 
bersih maka pemerintah membentuk suatu undang-undang penyelenggara 




menyelenggarakan pemilu maka pemerintah membentuk lembaga yang 
bertugas untuk menyelenggarakan pemilu seperti halnya Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Badan Pengawas 
Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara 
Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya bahwa dalam Penyelesaian tindak pidana Pemilu, Bawaslu 
adalah badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan 
pemilu dari tahapan awal sampai dengan tahap akhir pemilihan umum dan 
sekaligus bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum. Tindak 
pidana pemilu (money politics) yang semakin merajalela dalam setiap kali 
diadakannya pemilu hal ini yang menjadikan Bawaslu harus bertindak tegas 
dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu tersebut. Badan Pengawas pemilu 
(Bawaslu), ini memiliki tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti temuan, 
sengketa, dan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan untuk dilaporkan 
kepada instansi penegak hukum (polisi). Sesuai ketentuan yang ada maka 
terhadap sengketa berupa tindak pidana pemilu (money politics) yang tidak 
dapat diselesaikan oleh Bawaslu melainkan oleh penegak hukum yang 
bekerja dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan dan 
Pengadilan). Dengan demikian Bawaslu/ Panwaslu tidak berwenang 
melakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana pemilu, jadi 
Bawaslu/ Panitia Pengawas hanya menerima laporan adanya tindak pidana 
pemilu dan kemudian melanjutkannya kepada kepolisian. 
 Badan Pengawas Pemilu terbagi dalam beberapa bagian yaitu Badan 
Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang disebut dengan Badan Pengawas 
Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat 
Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas 
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Tingkat kabupaten 
atau kota terdapat Panitia Pengawas Pemilu yang disebut dengan Panitia 
Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Pemilu 




panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Dalam tingkat 
Kecamatan terdapat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya 
disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu 
Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di 
wilayah kecamatan atau nama lain. Pengawas Pemilu Lapangan adalah 
petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.  
 Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh 
Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. 
Badan Pengawas Pemilu yang merupakan bagian dari lembaga yang 
menyelenggarakan pemilu mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan 1 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 101 Tentang Undang-
Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Perubahan kedua 
atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu 
sengketa pemilu. Penjelesan mengenai kewenangan Bawaslu dalam 
menyelesesaikan sengketa pemilu diatur dalam Undang- undang No 8 tahun 
2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-
Undang No. 8 tahun 2012 memberi pengertian jelas tentang sengketa pemilu. 
Menurut undang-undang ini, sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi 
antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemiludengan penyelenggara 
pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan 
KPU Kabupaten/Kota.  
 Berdasarkan pengertian itu, maka terdapat dua jenis sengketa, yakni: 
pertama, sengketa antar peserta pemilu, dan; kedua, sengketa antara peserta 
pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kedua sengketa itu disebabkan oleh 
keluarnya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. 
Sengketa yang dikategorikan sebagai sengketa pemilu dijelaskan pada 
Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, 
DPD dan DPRD Bagian Ketiga Sengketa Pemilu Paragraf 1 Umum Pasal 257 




antarpeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara 4 
Didik Supriyanto, Penguatan Bawaslu Optimaslisasi Posisi Organisasi dan 
Fungsi dalam Pemilu 2014,  Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan 
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.  
 Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu 
mempunyai landasan yang kuat dalam Undang-undang no. 8 tahun 2012 
dalam hal ini dijelaskan dalam Paragraf 2 Penyelesaian Sengketa Pemilu 
Pasal 258 ayat 1 bahwa:6 ”Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa 
Pemilu.” Selain itu Peraturan Bawaslu No 15 tahun 2012 juga mengatur 
kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu, yang dijelaskan pada bab 
2 pasal 2 ayat 1 bahwa “bawaslu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan 
sengketa pemilu yang terdiri atas sengketa antar peserta pemilu dalam proses 
penyelenggaraan pemilu serta sengketa antara peserta pemilu dengan KPU 
akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP 
Kabupaten/Kota. ” Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara 
pemilihan umum pada Pasal 73 ayat 4 point d perubahan kedua atas Undang-
undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu juga menerangkan 
tentang kewenangan bawaslu dalam menyelesaiakan sengketa pemilu yang 
mengatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), Bawaslu berwenang: menyelesaikan sengketa Pemilu”.  
 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) 
mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme 
penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan 
hasil pemilu. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu 
dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu: pertama, mekanisme penyelesaian 
sengketa proses Pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 
Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469 UU 
Pemilu; dan kedua, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu di 
Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 470 sampai dengan 




 Pengaturan lebih lanjut terkait ruang lingkup dan mekanisme 
penyelesaian sengketa proses Pemilu di Bawaslu diatur melalui Peraturan 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa 
Proses Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan 
Umum, dan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 
2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Keseluruhan 
Perbawaslu ini disingkat dengan Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian 
Sengketa Proses Pemilu. 
 Dengan demikian jika dirinci maka dasar hukum yang digunakan sebagai 
hukum acara penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah sebagai berikut:  
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).  
2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses 
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1862).  
3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas 
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 787).  
4) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 




tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098).  
 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia 
Nomor 419 Tahun 2019). Ketentuan Pasal 1 angka 22 Perbawaslu tentang Tata 
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mendefinisikan Pemohon sebagai 
pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu. Lebih lanjut 
konstruksi kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sengketa proses Pemilu 
terangkai dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 7A, dan Pasal 7B Perbawaslu tentang 
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Adapun Pemohon sengketa 
proses Pemilu yaitu (a) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah 
mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; (b) Partai Politik Peserta 
Pemilu; (c) bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri 
kepada KPU; (d) calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar 
calon tetap; (e) bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada 
KPU; (f) calon anggota DPD; (g) bakal Pasangan Calon; dan (h) Pasangan Calon. 
Pasal 7 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses 
Pemilu Lebih lanjut Pasal 7A Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian 
Sengketa Proses Pemilu menentukan bahwa: “Permohonan penyelesaian sengketa 
proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau 
Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) 
tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan 
lain; (b) tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau 
sebutan lain; dan (c) tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris 
tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain.” Mengenai Termohon dalam sengketa 
proses Pemilu merujuk pada pada rumusan Pasal 466 UU Pemilu juncto Pasal 1 
angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses 
Pemilu. Pasal 466 UU Pemilu  berbunyi: “Sengketa proses Pemilu meliputi 




Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan 
KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.   
 Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 23 Perbawaslu tentang Tata Cara 
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan: “Termohon adalah pihak yang 
diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu”. Lebih lanjut, Pasal 8 
Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menguraikan 
secara rinci tentang Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan 
menyatakan bahwa Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas: (1 KPU, 
KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan 
penyelenggara Pemilu; dan (2) Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta. Adapun 
mengenai Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta mengacu 
pada Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian 
Sengketa Proses Pemilu, yaitu: Partai Politik atau Calon anggota DPR, DPD, dan 
DPRD yang oleh tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai Peserta 
Pemilu. Sedangkan Termohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antara Peserta 
Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu yaitu: KPU, KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota yang tindakannya dianggap merugikan hak Pemohon sebagai 
Peserta Pemilu. Dalam hal sengketa proses yang terjadi antara Peserta Pemilu 
dengan Penyelenggara Pemilu, tindakan yang dimaksud adalah tindakan KPU, 
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengeluarkan keputusan. 
 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 
4A ayat (1). Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 
Pasal 4A ayat (2) kemudian mengatur lebih lanjut bahwa: Permohonan yang 
diajukan dengan objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak 
dapat diregister dan dituangkan.  
 Sedangkan Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu 





Sengketa Proses Pemilu, bahwa: (1) Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota 
DPR dan DPRD yang tercantum di dalam DCT, calon anggota DPD, atau 
Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa proses 
Pemilu dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait. (2) Pengajuan diri sebagai 
pihak terkait bagi calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) melalui Partai Politik. Berkaitan dengan objek sengketa (objectum litis) 
Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu 
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang bertolak dari 
konstruksi Pasal 466 UU Pemilu, mengkualifisir bahwa sengketa proses Pemilu 
terjadi karena: (a) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh 
tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, 
keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau (b) hak 
peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, 
atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, 
keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.  
 Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian 
Sengketa Proses Pemilu merumuskan tentang bentuk dan jenis objek sengketa 
proses Pemilu bahwa: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan 
KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat 
keputusan dan/atau berita acara”.  
Adapun pembatasan/pengecualian keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, 
keputusan KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat dijadikan sebagai objek 
sengketa dirumuskan dalam Pasal 4A ayat (1) serta Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) 
Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagai 
berikut:  
1) Bahwa keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak 
dapat dijadikan objek sengketa antara lain:  
a. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU 




b. Administratif Pemilu atau Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 
oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota;  
c. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota yang merupakan tindak lanjut dari penanganan sentra 
penegakan hukum terpadu atau putusan pengadilan terkait Tindak Pidana 
Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;  
d. surat keputusan atau berita acara KPU, KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota yang merupakan hasil penghitungan suara, rekapitulasi 
hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu. menggunakan 
formulir model PSPP 07 setelah mendapatkan persetujuan dari anggota 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.  
 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Pasal 
12 ayat (3) dan ayat (4). Calon Peserta Pemilu yang dimaksud adalah calon 
anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota. (2) Permohonan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1):  
a. belum pernah diregister pada proses penanganan dugaan pelanggaran 
administratif Pemilu dan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu kepada 
Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.  
b. bukan merupakan sengketa yang terjadi antara calon peserta Pemilu dalam 
satu Partai Politik. 
 Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 
UU Pemilu juncto Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses 
Pemilu. Khusus untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara 
peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, pengajuan permohonan dilakukan 
dengan jangka waktu, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan 
keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Apabila permohonan 
diajukan melebihi jangka waktu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu 





yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil maka permohonan 
tersebut diregister.  
 Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki waktu 
paling lama 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara 
peserta dengan penyelenggara Pemilu dengan prosedur mediasi dan adjudikasi. 
Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencapai 
kesepakatan para pihak, jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para 
Pihak, maka dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Terhadap putusan 
adjudikasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota 
yang tidak memuaskan pihak Pemohon, maka Pemohon dapat melakukan upaya 
administrasi melalui pengajuan permohonan Koreksi Putusan paling lama 1 (satu) 
hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota 
dibacakan.  
 Bawaslu memiliki waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan 
koreksi di register, untuk menerbitkan hasil koreksi. Sedangkan penyelesaian 
sengketa proses pemilu antarPeserta dilakukan melalui mekanisme acara cepat 
dengan cara musyawarah yang apabila kesepakatan tidak tercapai diantara para 
pihak maka Pengawas Pemilu memiliki wewenang untuk secara langsung 
menerbitkan keputusan. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Taufiq 
Walhidayat, S.Pd selaku anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah 
(Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa) 
mengenai kasus pidana pemilu di Mamuju Tengah beliau mengemukakan 
bahwasanya Provinsi Sulawesi Barat adalah salah satu provinsi yang tindak 
pidana pemilunya masuk kategori terbanyak                                                                                                    
Dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran pemilu yang terjadi di Mamuju Tengah 
ada banyak kasus yang tidak sampai pada tahap putusan di karenakan sulitnya 
mencari barang bukti dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah 
laporan, baik itu syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang 
sangat singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan 




dimilikinya kewenangan penahanan terhadap terdakwa atau tersangka oleh 
kepolisian dan kejaksaan.
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 Pada tahun 2019 ada 2 kasus pelanggaran tindak 
pidana pemilu yang ditangani Bawaslu Mamuju Tegah, Sulawesi Brat yang 
sampai pada tahap putusan yaitu tuntutan pidana yang di ajaukan oleh Penuntut 
Umum yang menyatakan terdakwa Arsil Aras dan Haris Halim sinring terbukti 
melakukan pelanggaran pemilu. Adapun Hasil keputusan dari kasus pelanggaran 
tindak pidana pemilu yang terjadi di Sulawesi Barat.  
a) Kasus Tindak Pidana Arsil Aras 
 Memperhatikan, pasal 523 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum jo pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 
Tentang pemilihan umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 




1. Menyatakan Terdakwa Arsil Aras Alias Arsil Bin Aras telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja 
menjanjikan atau memberikan uang atau meteri lainnya sebagai imbalan 
kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung”, 
sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah 
dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan 
lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum 
habis masa percobaan selama  2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 
2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak diganti 
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 
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3. Menetapkan barang bukti berupa: 
- Satu bungkus gula pasir 
- Satu bungkus kopi 
- Mie instan 4 (empat) bungkus 
- Satu bungkus rokok 
- Satu lembar specimen surat suara Arsil Aras; 
-   Satu lembar surat pernyataan pembayaran pajak tanah warga desa 
4. Membebankan kepada terdakwa untuk mebayar biaya perkara ini sebesar Rp. 
2.000,- (dua ribu rupiah); 
    Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari senin tanggal 27 mei 2019 oleh  Andi 
Ardha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H.,M.H. dan Harwansah, 
S.H.,M.H masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam siding 
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi 
para Hakim Anggota tersebut, dibatu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti 
pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadari oleh H. Syamsul Alam R, 
S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; 
b) Kasus Tindak Pidana Haris Halim Sinring 
 Memperhatikan, Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain 
yang bersangkutan; 
MENGADILI 
1.   Menyatakan Terdakwa Haris Halim Sinring tersebut diatas, terbukti 
secara sah dan mayakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“memebrikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye 





2.   Menjatuhkan pidana kepada Terdakwah oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 
(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar  
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; 
3.   Menetapkan barang bukti berupa: 
-   17 (tujuh belas) lembar kain sarung tanpa merek 
-  21 (dua puluh satu) lembar kartu nama Caleg DPRD Provinsi. Sulawesi 
Barat Dapil Mamuju Tengah atas nama  Haris Halim Sinring; 
4.   Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah); 
 Demikianlah diputuskan dalam siding permusyawaratan Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 25 Juni 
2019 oleh, Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Adha, S.H., dan 
Harwansah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, 
serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam R., S.H., M.H., Penuntut umum dan 
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.  
 
D. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam proses 
penyelesaian Tindak Pidana Pemilu   
 Dalam penyelenggaraan Pemilu Legislati, Bawaslu dalam menangani 
pelanggaran Pemilu banyak mengalami hambatan-hambatan diantaranya:  
1. Tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu laporan tindak pidana 
pemilu, yang mengakibatkan pengawas pemilu atau penyidik kesulitan 
untuk menindaklanjuti suatu laporan, mengenai syarat materiil salah 
satunya mencari saksi-saksi itu sangat sulit dilakukan oleh Bawaslu karena 
Bawaslu sendiri tidak memiliki upaya paksa untuk memanggil saksisaksi 
sehingga hasil kajiannya terkadang kurang lengkap. Sedangkan untuk 
tahapan proses selanjutnya yakni tahapan penyidikan oleh kepolisian, 
kepolisian meminta data/ berkas perkara dari Bawaslu harus lengkap.  
2. Regulasi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 memungkinkan 
adanya manipulasi terhadap terjadinya money politics, misalnya money 
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politics yang dilakukan pada masa kampanye, jika dilihat mengenai 
definisi kampanye yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 Tahun 
2012, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk 
menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program 
peserta pemilu. Dari definisi tersebut maka unsur kampanye bersifat 
kumulatif, dengan demikian satu saja unsur tidak terpenuhi tidak bisa 
digunakan untuk menjerat adanya dugaan pelanggaran pemilu. Dalam 
kasus money politics untuk menghindari jeratan hukum, peserta pemilu 
maupun caleg pada saat menyerahkan uang dan/ atau barang kepada 
masyarakat/ pemilih tanpa disertai penyampaian visi, misi atau tidak 
mengeluarkan kalimat ajakan untuk memilih. 
3. Tidak adanya saksi karena orang yang mengetahui kejadian tidak berani 
bersaksi akibat adanya intimidasi, sementara pengawas pemilu tidak 
memiliki kewenangan untuk melindungi saksi. Ketiadaan saksi ini menjadi 
hambatan terbesar dalam penegakan hukum terhadap money politics, 
dugaan tindak pidana pemilu baru bisa ditindaklanjuti minimal jika ada 2 
(dua) orang saksi. Ketidaksediaan warga untuk menjadi saksi atas 
terjadinya tindak pidana tersebut antara lain disamping faktanya pada 
umumnya partisipasi rakyat masih sangat rendah, pada saat yang sama 
yang mengetahui kejadia atas praktek money politics tersebut adalah para 
pihak yang terlibat.  
4. Terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, baik 
ditingkat pengawas pemilu maupaun ditingkat aparat penegak hukum. Satu 
sisi dengan terbatasnya waktu penanganan pelanggaran tindak pidana 
pemilu menguntungkan karena waktu penyelesaian menjadi lebih singkat, 
tetapi di sisi lain keterbatasan waktu tersebut menyulitkan pengawas 
pemilu dalam upaya mencari kelengkpan bukti dan saksi. Sebab dari 
waktu yang sangat terbatas itu karena pelaksanaan pemilu yang dalam 




5. menggunakan waktu yang singkat, agar tidak berkepanjangan melewati 
batas waktu pemilihan umum tersebut.  
6. Kepolisian dan/ atau  Kejaksaan tidak mempunyai kewenangan untuk 
melakukan penahanan. Dalam Undang-undang pemilu (UU No. 8 Tahun 
2012) tidak memberikan kewenangan kepada kepolisian dan/ atau 
kejaksaan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka/ terdakwa 
dugaan pelanggaran pidana pemilu. Misalnya jika tersangka tidak hadir 
dalam penyidikan di kepolisian atau bahkan melarikan diri dan baru 
muncul pada hari ke 15 setelah diteruskan dari pengawas pemilu kepada 
Kepolisian, maka kepolisian tidak bisa menindaklanjuti karena daluwarsa 









 Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis di atas, maka 
penulis menyimpulkan bahwa:  
1. Bentuk tindak pidana pemilihan umum di Mamuju Tengah, Sulawesi 
Barat yaitu dengan sengaja menjanjikan atau memeberika uang atau 
materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara 
langsung ataupun tidak langsung, perbuatan tersebut merupakan tindak 
pidana yang telah melanggar ketentuan pasal 533 undang-undang nomor 
7 tahun 2017 tentang pemilu. 
2. Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), sebagai lembaga pengawas pemilu 
untuk meyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait 
dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif) yang 
secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses 
sidang ajudikasi, dimana Bawaslu dapat dikatakan berperan sebagai 
hakim, memutuskan permohonan yang ditulis pemohon di dalam 
petitumnya dan menggali kebenaran-kebenaran melalui persidangan, 
mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan jawaban pemohon dan 
termohon, kemudian menyimpulkan.  
3. Dalam hal penyelesaian tindak pidana pemilu 2019, Bawaslu sedikit 
banyak mengalami beberapa hambatan terkait pada proses 
penyelesaiannya, hambatan itu antara lain sulitnya mencari barang bukti 
dan saksi, tidak terpenuhinya suatu syarat dalam sebuah laporan, baik itu 
syarat formil maupun materiil, adanya keterbatasan waktu yang sangat 
singkat yang dimiliki oleh Bawaslu yakni 3 hari mulai dari penerimaan 
laporan, regulasi Undang-undang Pemilu yang memungkinkan adanya 
manipulasi money politics dan tidak dimilikinya kewenangan penahanan 





  Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu Mamuju 
Tengah, Sulawesi Barat dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilihan Angota 
DPR Mamuju Tengah tahun 2019, sebaiknya mendapat penguatan melalui 
revisi Undang-Undang Pemilihan Anggota DPR, mendapat dukungan dari 
lembaga-lembaga terkait, dan sebaiknya adanya kesadaran bagi masyarakat 
untuk melakukan pengawasan serta kesadaran pasangan calon untuk bersikap 
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